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BAB V 

 PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Keterlibatan secara langsung M. Natsir dengan problem kongkret yang 

dihadapi bangsa Indonesia dan umat Islam Indonesia, menjadikannya seorang 

pemikir modern Islam yang telah mampu meletakkan dasar Islam di 

Indonesia. Dalam meletakan pemikiran-pemikiran tersebut, M. Natsir mampu 

menunjukkan diri sebagai sebagai seorang pembaharu pemikiran 

Islam. Pemikiran-pemikiran M. Natsir bahkan sangat liberal dalam menyusun 

sebuah negara Indonesia dimasa yang akan datang. Baginya Umat Islam boleh 

mencontah sistem pemerintahan yang ada di negara-negara lain seperti 

Inggris, Finlandia, Jepang bahkan Rusia, selama sistem itu dapat mencapai 

tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Islam. Ia berpandangan, dasar-dasar 

politik Islam sebenarnya menghendaki sebuah sistem yang demokrasi liberal. 

Kedinamisan pemikiran-pemikiran M. Natsir tentang Agama dan negara 

dapat dibagi dalam beberapa periode yaitu, periode Pra kemerdekaan, periode 

pasca kemerdekaan dan periode konstituante. Periode yang pertama adalah 

periode ketika M. Natsir membangun polemik dengan Soekarno pada sekitar 

tahun 1930 hingga tahun 1940, dan menghasilkan sebuah polemik terbuka 

tentang pemikiran politik Islam. 

Periode kedua pemikiran M. Natsir tentang dasar negara Islam, lebih 

merupakan respon M. Natsir terhadap perkembangan politik Indonesia yang 

telah cukup membawa iklim politik yang menyejukkan semua pihak. Islam 
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melalui semangat pluralisme dan kedinamisannya, tidak bertentangan dengan 

Pancasila. Karena itu M. Natsir menerima Pancasila, sepanjang inti dan 

hakikat dari semua sila yang terkandung di dalamnya dipenuhi secara 

memadai dan dilaksanakan secara benar dan tepat. 

Oleh karena itu, jika pada periode pasca kemerdekaan M. Natsir telah 

meletakkan Pancasila sebagai bagian dari sistem-sistem Islam, maka pada 

periode Konstituante M. Natsir melihat Pancasila sebagai sistem sekuler. Hal 

ini bukan berarti telah terjadi perubahan sikap M. Natsir tehadap Pancasila 

akan tetapi ia cemas bila penafsiran Pancasila netral dari agama. 

Dengan demikian, pada periode-periode pemikiran M. Natsir tersebut 

menunjukkan konsistensinya terhadap kedinamisan sistem-sistem Islam 

kedalam sebuah negara modern untuk disesuaikan dengan dinamika 

zaman. Prinsip syura dilihat sebagai suatu yang dapat diwujudkan dalam dunia 

modern melalui parlemen dengan sistem multi partai. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang ada dalam penelitian ini adalah: 

1. Hendaknya dalam mewujudkan Islam sebagai dasar negara tersebut sesuai 

dengan jalur konstitusi, tidak melalui jalur pemberontakan seperti yang 

dilakukan oleh DI/TII. 

2. Untuk mewujudkan kesadaran umat Islam akan kesempurnaan Islam 

dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara hendaklah 

dilakukan penyadaran umat Islam akan kesempurnaan nilai-nilai Islam 
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sehingga kesan Islam yang negatif seperti kekuasan yang absolut dapat 

dikikis. 

3. Apabila telah timbul kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam 

mengatur kehidupan bernegara maka umat Islam hendaklah memilih Partai 

politik yang dapat mewujudkan Islam sebagai dasar negara. 

4. Sebelum terwujud Islam sebagai dasar negara hendaklah para pemimpin 

umat dapat memberikan contoh akan kesempurnaan nilai-nilai Islam. 
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